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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 69.1/PL.02.1-Kpt/3218/Kab/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .
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Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
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5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
716);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-
Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/HK.03.1-
Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi
Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-
Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten

Pangandaran . . .
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Memperhatikan

10.

Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

.Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran Nomor 102.1/BA/3218/Kab/VII/2020
tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020;

.Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor
487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan
Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020
dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
tanggal 24 Juni 2020;

.Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor
540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal : Penegasan
Surat Dinas KPU Nomor 487 /PP.04.2-
SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020;

.Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor
542/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal : Penjelasan
Status Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Karena Hilang
Ingatan pada Formulir Model A.KWK, A.A.3-KWK, A.B-
KWK, A.1.A-KWK dan A.2-KWK tanggal 8 Juli 2020;

.Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor

546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal : Penjelasan
Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020
perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487 /PP.04.2-
SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN . ..
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Menetapkan Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAN GANDARAN
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 69.1/PL.02.1-Kpt/3218/Kab/VII/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang. Kemudian secara spesifik, Komisi Pemilihan Umum
mengatur ketentuan mengenai pemutakhiran data Pemilih melalui Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini, ada
beberapa hal yang harus disesuaikan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru. COVID-
19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum
telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam COVID-19. Sehingga, Pedoman Teknis ini juga perlu

disesuaikan dengan ketentuan tersebut.
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Pedoman teknis ini memuat ketentuan mengenai persyaratan memilih,
penyediaan dan pemutakhiran data Pemilih, sistem informasi data Pemilih serta
pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data Pemilih, dan protokol kesehatan

pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih.

. Maksud dan Tujuan
Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota. Dengan memperhatikan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.

Adapun tujuan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam pemutakhiran data dan
penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020; dan

2. Memberikan informasi bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, partai politik pengusung calon,

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran, dan masyarakat umum.

. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Teknis ini mengatur tentang:
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup
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D. Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN MEMILIH

A. Hak Memilih
B. Syarat Memilih

BABIII PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Penyediaan Data Pemilih

Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara
Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap
Daftar Pemilih Tambahan

E. Daftar Pemilih Pindahan

o w>

BAB IV SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN PENGAWASAN SERTA

PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
A. Sistem Informasi Data Pemilih
B. Pengawasan
C. Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih
D. Ketentuan Lain-Lain

BABV PENUTUP

D. Pengertian Umum

ds

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan,
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan
demokratis.

Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak
Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan
jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian
besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan
penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara
normal.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri,
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10.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang
selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU
Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu
Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu
Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten /Kota yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau
nama lain.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan
di desa/kelurahan atau sebutan lain.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP,
adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam
melakukan pemutakhiran data Pemilih.

Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang
telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) atau
sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan,;

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat
DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk
yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan
diselenggarakan.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar
Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau
pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial
Pemilih.
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20.

21.

22,

23.

24.

25,

26.

27.

28.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah
diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar
Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi
syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan
suara.

Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar
yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya di TPS lain.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data
Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan
Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran yang
dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan
dilakukan Pencocokan dan Penelitian.

Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi
informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam
menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi,
mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara,
dan Daftar Pemilih Tetap.

Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan
yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan
bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun
tetangga /rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-
sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan
ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman
Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hari adalah hari kalender.
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BAB II
PERSYARATAN PEMILIH

. Hak Memilih

Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari

pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 tahun atau lebih atau
sudah/pernah kawin.

. Syarat Memilih

1.

Pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) atau
sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik;

d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
dan

e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari

pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta

perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan.

Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata

tidak lagi memenuhi syarat, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat

menggunakan hak memilihnya.

Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS

pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud

didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar

menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih

tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




BAB III
PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

1.

Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan
divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari
pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.

DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara
terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:

a. nomor urut;

b. nomor induk kependudukan;

c. nomor Kartu Keluarga;

d. nama lengkap;

tempat lahir;

tanggal lahir;

jenis kelamin;

om0

status perkawinan;
alamat jalan/dukuh;
j- Rukun Tetangga (RT);
k. Rukun Warga (RW);

1. jenis disabilitas; dan

m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

[
.

Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

meliputi:

a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik; atau

c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau

nama lain, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita

acara serah terima.

DP4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated

values (CSV).

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
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KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan

DP4 hasil analisis.

a.
b.

C.

Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara:

menambahkan Pemilih pemula;
menambahkan Pemilih baru; dan/atau

memutakhirkan elemen data Pemilih.

10. Pemilih pemula meliputi:

a.

Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari
pemungutan suara, atau

Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status

sipil.

11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada

KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Pangandaran, sebagai bahan

pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau
laman KPU.

13. KPU Kabupaten Pangandaran menyusun daftar Pemilih berdasarkan data

hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap

TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:

a.

tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang
berbeda, pada TPS yang sama;

tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
memudahkan Pemilih;

hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan

jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang

waktu pemungutan suara.

15. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan daftar Pemilih kepada:

a-

b.

PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dengan memperhatikan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
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B. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPDP

1.

a.

PPDP membantu KPU Kabupaten Pangandaran dalam melakukan

Pemutakhiran Data Pemilih.

PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran

berdasarkan usulan dari PPS.

Jumlah PPDP ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, penyelenggaraaan

bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP

dilakukan melalui Media Daring.

Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui

Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan

teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-

19.

Bimbingan teknis meliputi:

1) jadwal pelaksanaan Coklit;

2) persiapan pelaksanaan Coklit;

3) tata cara pelaksanaan Coklit; dan

4) tata cara pengisian formulir.

PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

1) PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian COVID-19;

2) PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga
atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan
memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah setempat;

3) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar
dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;

4) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

5) mencoret Pemilih yang telah meninggal;

6) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

7) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi
status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia,;
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8) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

9) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya
setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau
pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;

10) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

11) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom
jenis disabilitas; dan

12) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan
bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan
Pemilihan.

i. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir
Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara
langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya
dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

j. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan
menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit
pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan
menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

k. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model
A.A.3-KWK.

. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS,
meliputi:

1) formulir Model A-KWK yang telah digunakan;

2) formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;

3) formulir Model A.A.1-KWK; dan

4) formulir Model A.A.3 KWK,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

m. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda
pengenal dari KPU Kabupaten Pangandaran.

2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS

a. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP, melakukan kegiatan:

1) mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;

2) memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
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3) memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan
rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.

Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak

sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil

Cokilit.

Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih

hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh

PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi

syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan

menggunakan formulir Model A.B-KWK.

PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah

menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-

KWK.

PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi

kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah

PPDP melakukan Coklit.

PPS melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan

ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan

perwakilan Partai Politik.

Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno.

Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Perwakilan Partai Politik dapat

memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan

lokasi TPS.

PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan

terbukti benar.

. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. PPK;

b. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
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c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

d. Perwakilan Partai Politik,

Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil
pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan
dalam bentuk hardcopy. dengan menerapkan protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian COVID-19.

3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPK

a.

PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di
wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran
dari PPS.
Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK,
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
COVID-19.
Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Perwakilan masing-masing dari PPS,
Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.
Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan
dengan memperhatikan unsur perwakilan.
Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kecamatan atau perwakilan Partai
Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam
rekapitulasi.
Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi
TPS,
PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.
PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam
formulir Model A.B.2-KWK.
Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
1) KPU Kabupaten Pangandaran,;
2) KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kabupaten Pangandaran;
3) Panwaslu Kecamatan; dan
4) Perwakilan Partai Politik,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian COVID-19.
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4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten Pangandaran

a.

Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten
Pangandaran melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran
dan menetapkan DPS.
Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka
dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Pangandaran, dengan menerapkan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing PPK,
Bawaslu Kabupaten Pangandaran, perwakilan Partai Politik, perwakilan
Tim Kampanye Pasangan Calon, dan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan
dengan memperhatikan unsur perwakilan.
Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, atau
perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat
kekeliruan dalam rekapitulasi.
Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan
lokasi TPS.
KPU Kabupaten Pangandaran wajib menindaklanjuti masukan apabila
data yang ditunjukkan terbukti benar.
KPU Kabupaten Pangandaran menyusun rekapitulasi DPS ke dalam
formulir Model A.1.1-KWK.
KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan formulir Model
A.1.1-KWK kepada:
1) KPU Provinsi Jawa Barat;
2) KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
3) Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
4) Perwakilan Partai Politik; dan
5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan
dan catatan sipil setempat,
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian COVID-19.
KPU Kabupaten Pangandaran dalam menetapkan DPS menggunakan
formulir Model A.1-KWK.
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k. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan DPS kepada PPS
melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun
Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
3) PPS.

1. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan DPS, dalam
bentuk softcopy dengan format Portable Document Format (PDF) kepada
perwakilan Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, untuk
mendapat masukan dan tanggapan.

m. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk comma
separated values dengan tidak menampilkan informasi nomor induk
kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

5. Pengumuman DPS

a. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan
tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor
kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan
masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.

b. KPU Kabupaten Pangandaran dapat melakukan uji publik DPS dengan
dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan
melalui Media Daring.

c. Dalam hal KPU Kabupaten Pangandaran tidak dapat menyelenggarakan
uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan
prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka
secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan
dan pengendalian COVID-19.

C. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
1. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS
a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau
identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS, dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-
19.

b. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang

berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




7 -

informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

1) Pemilih yang telah memenuhi syarat; Pemilih sudah/pernah kawin
di bawah umur 17 (tujuhbelas) tahun,;

2) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang
berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

3) Pemilih sudah meninggal dunia;

4) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain
tersebut;

5) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau

6) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Pemilih.

Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan

menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk

diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih

yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, dengan menerapkan

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima,

PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima

usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir

Model A.2.1-KWK.

Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri

oleh PPDP, PPL, perwakilan Partai Politik, dan perwakilan Tim Kampanye

Pasangan Calon.

Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur perwakilan.

PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan

dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti

tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir

Pemilih, dan lokasi TPS.

Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang
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ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil
perbaikan kepada PPK.

2. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPK

a.

PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil
perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
COVID-19.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing PPS,
Panwaslu Kecamatan, perwakilan Partai Politik, dan perwakilan Tim
Kampanye Pasangan Calon.

Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan
dengan memperhatikan unsur perwakilan.

Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kecamatan atau perwakilan Partai
Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam
rekapitulasi.

Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.

PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
1) KPU Kabupaten Pangandaran;

2) KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kabupaten Pangandaran;

3) Panwaslu Kecamatan; dan

4) Perwakilan Partai Politik,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
COVID-109.

3. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Pangandaran

a.

Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten
Pangandaran melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan
menetapkan DPT.

Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka
dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota KPU Kabupaten Pangandaran, dengan menerapkan protokol
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kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing PPK,

Bawaslu Kabupaten Pangandaran, perwakilan Partai Politik, dan

perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19

terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan

dengan memperhatikan unsur perwakilan.

Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, atau

perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat

kekeliruan dalam rekapitulasi.

Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa

nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

KPU Kabupaten Pangandaran wajib menindaklajuti masukan, apabila

data yang ditunjukkan terbukti benar.

. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan DPT dengan menggunakan

formulir Model A.3-KWK.

KPU Kabupaten Pangandaran menyusun rekapitulasi DPT ke dalam

formulir Model A.3.1-KWK.

KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan rekapitulasi DPT

kepada:

1) KPU Provinsi;

2) KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;

3) Bawaslu Kabupaten Pangandaran,;

4) Perwakilan Partai Politik; dan

5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan
catatan sipil setempat,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

COVID-19.

KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan penetapan DPT

kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan

sebagai:

1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun
Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

3) arsip PPS.

KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan salinan DPT dalam bentuk

softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim
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Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan
Calon tingkat Kabupaten Pangandaran, Panwaslu Kecamatan dan
Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

m. KPU Kabupaten Pangandaran memberikan salinan DPT dalam bentuk
softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV),
apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat
kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten
Pangandaran, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pangandaran.

n. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor
induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

4. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Pangandaran, PPS

mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak

menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu

keluarga Pemilih secara utuh.

D. Daftar Pemilih Tambahan

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai
Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan
dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang
bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

2. Untuk mempermudah proses input data DPTb, pada saat rapat pleno
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Model A.Tb-KWK
digandakan rangkap 1 (satu) dan dijadikan dokumen diluar kotak suara

sebagai dasar proses input data oleh operator data pemilih.

E. Daftar Pemilih Pindahan

1. Salinan DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pangandaran kepada
PPS melalui PPK dapat dilengkapi dengan DPPh.

2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri atas data Pemilih
yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan
tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat
yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah
dalam satu wilayah Kabupaten Pangandaran.

3. Keadaan tertentu meliputi:

a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. Menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas dan keluarga
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yang mendampingi;

c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
d. Menjalani rehabilitasi narkoba;

e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
f. Tugas belajar;

g. Pindah domisili; dan/atau

h. Tertimpa bencana alam.

DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukan
bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam
DPT di TPS asal.

Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat
pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan
untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
Pemungutan Suara.

Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur untuk melaporkan
kepada PPS asal, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten
Pangandaran atau PPS tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-
KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

PPS atau KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan laporan Pemilih,
meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.

Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten
Pangandaran menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih
menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Pangandaran.
PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan
DPT.

Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat
tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
COVID-19.
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BAB IV
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Sistem Informasi Data Pemilih

1. KPU Kabupaten Pangandaran dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT
menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.

2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja
penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan,
memelihara data Pemilih dan wuntuk melayani Pemilih melakukan
pemeriksaan data Pemilih.

3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Pangandaran memasukan data
DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih
berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh
KPU

5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten
Pangandaran, PPK dan PPS.

6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk
menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan
atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh
PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih

difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Pangandaran.

B. Pengawasan

1. KPU Kabupaten Pangandaran memonitor dan melakukan pencermatan
terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5%
(lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Pangandaran.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan diatur dengan
Keputusan KPU.

4. KPU Kabupaten Pangandaran menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu
Kabupaten Pangandaran terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan
Daftar Pemilih.

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




-23 -

C. Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih

KPU Kabupaten Pangandaran wajib menyampaikan laporan tahapan

Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat serta

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

. Ketentuan Lain-Lain
1.

KPU Kabupaten Pangandaran  berkoordinasi dengan lembaga

pemasyarakatan Ciamis untuk mendapatkan data warga binaan yang

berasal dari Kabupaten Pangandaran yang bebas sebelum hari pemungutan
suara.

Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah

yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU

Kabupaten Pangandaran:

a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS
dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana
atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau

b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat
pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah
penetapan DPT.

KPU Kabupaten Pangandaran wajib menjaga kerahasiaan informasi data

pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih

menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Pedoman Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Pedoman Teknis tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilih ini.

Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
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BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten
Pangandaran serta badan ad hoc penyelenggara Pemilihan yaitu PPK, PPS,
KPPS, dan PPDP dalam melaksanakan kegiatan tahapan Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Diharapkan dengan adanya Pedoman
Teknis ini, proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dapat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 69.1/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/VII/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2020
NO KODE NAMA
MODEL A
1 | Model A-KWK Daftar Pemilih
2 | Model A.A-KWK Daftar Pemilih Baru
3 | Model A A.1-KWK | Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4 | Model A.A.2- KWK | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
S | Model A.A.3-KWK | Laporan Hasil Coklit PPDP
6 | Model A.B-KWK Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7 | Model A.B.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Desa/Kelurahan
8 | Model A.B.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Kecamatan
9 | Model A.1-KWK Daftar Pemilih Sementara
10 [ Model A.1.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara]
Kabupaten/Kota
11 | Model A.1.A-KWK | Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat
terhadap DPS
12 | Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13 | Model A.2.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Desa/Kelurahan
14 | Model A.2.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Kecamatan
15 | Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap
16 | Model A.3.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Kabupaten/Kota
17 | Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan
18 | Model A.5-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19 | Model A. Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan
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Model A.A.1-KWK

CONTOH

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumabh :
Alamat

No. TPS

Z
©

Nama Pemilih Ditanda tangani di .......cccccccieisucssensasaoes
Tanggal, ..o

Kepala Keluarga Petugas
/Penghuni Rumah Pemutakhiran Data
Pemilih

Blo|w|N o o|s e p| e

o

Model A.A.1-KWK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat

No. TPS

g

Nama Pemilih Ditandatangani di <. cniniiiiiieee
Tanggal, ...ccceevvvneeeneeennnes
Kepala Keluarga Petugas
/Penghuni Rumah Pemutakhiran Data
Pemilih

R A R L L R
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| Model A.A2-KWK |

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

10 ecm

14 cm
‘ BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRNGANDARAN
TAHUN 2020
No Nama Pemilih No| Nama Pemilih

-~
-
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l Model A.1.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020
Pada hari ............... Jtanggal.....coeiicnns KPU Kabupaten/PPK/PPS *) ..o menerima
tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:
Nama T R PO O-Se SRR U N N BRI O SR R =8
NIK SRS Ss: WORNLI. SO WO N O Wi = S
Tempatdan Tanggal Lahir Y iR PR R s § AR RN R
Alamat o s
Desa/Kelurahan o I e T o VRS RO R e
Kecamatan Y e e nrses e e ams b A wsm ey
Kabupaten/Kota Sy S . ST W S
Provinsi RS JNDRIL ot W O SRS,
Sebagai Bagian :  Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No Jenis Tanggapan dan Masukan Jumlah

1. Kesalahanelemendatapemilih ...
2. Pemilihbelumterdaftar
3. Pemilih tidakmemenuhisyarat ...l

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2.  Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF

<N F . I SR, S NOCIE B

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai

bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020

Tertanda

KPU Kabupaten/PPK/PPS *) Pemberi Tanggapan dan Masukan

* ) Coret yang tidak periu

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




liistwoq yepuld -

ynpnpuad ue)ng: o} Inwnyemeqq : €
inqeaig Ylild ¥eH - 6 epued ¢ (19-d 1Y) wexay yepns : )UOSuUaS seyjjigesiq ;v umey yeulad: 4
uejebutbuet | g leBBulusiN: | (19%ng) weyey yepns:s [EJUSI SeyjigesIq € umey : g
Hiod : £ elepyeqn:n weyoy wnjeg : g [enpje|aiu| seyjigesiq 2 umey wnjeg : g
INL-9 nieg yijiwed - 9 (g1) 1e-d )Isi4 seyjqgesiq ;| : (1) veumeyad
jeusyig XepiL: g (1) uebuessya) (, ueweydlad snjejs uebueis}dy]  :(z1)seuqesip uebuela)oy snje}s uebuesajey|
1%
€
4
b
vi €l Zl L | 0L 6 8 L 9 ] |4 € [4 l
A Bt My | 3 | yming/uerer | gn d/s/8 o
. seyjiqesiq ujwejay | ueuimeysad Jiye jedway eweN MIN MM ON ON
ueBueisjey :u“.mu“”._mom Jewely suep smyeys |efbue)

Sdq depeysa] jeyeselsepy uedebbue] uep ueynsepy Jinwio4 uesjdwe]

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




ueiebutBuei4: g  Jnwn yemeqiq : ¢

ujod : 2 epuen : g (1e-d 1)) wexay yepns : ¥ juosuss Sejlligesiq iy uME)| Yeuldd : d
INL:9 1ebBbujuspy : | (193n8) wexay yepns : S [eluaN seyligesi( € umey, : S
enjey| jynpnpuad uejng : 0| leusyigMepiL : § ejep yeqn : N wexay wnPeg : g |lenpje|aju] sejljigesiq g umey| wneg : g
eieng ueinbBunwad enued INqesla Yilild ¥eH : 6 WSO Yepuld t ¥ nieg yjiwed : g (gL) ©B-dIM Nisid seyiigesiq ;| : (2) veumespad
........................ Besssasese bossesasesens ._wmgah fesereassanseasssase .AV_‘V CWDCEO&OV_ Ai CNENv_ﬁ._OQ wsusw Cmmcm._Oemv_ ANFV wmw___ﬂmm_b CNOCE0~O¥ Wasw Cﬂmﬂﬂhﬁawx
61
81
VA
9l
St
i
€l
Zl
L
/]2
6
8
L
9
g
12
€
4
l
vl £l ZL LL [oL 6 2 L 9 S ) £ Z L
n/s/a M | ymjng/uejer dn d/s/8
(. ueBuesajoy 19-d1) seyijiqesia ujwejay |ueumeysad (aye [e6Bue) | syeq jedway ewey MIN M) ON OoN
uelweyalad snjejs sjusp snjejs
jewely
........................ “ wmh
........................ : NVHYNT13N/VS3a NVHVYANVONVd NaLlvdnavi
........................ : NVLVAVOIIM 1vdveE VMV - ISNIAOYd
0Z0Z NNHVL

NVYVANVONVd ILvdNE TMVM NVQ ILVdNE NVHITINSd
NVIVEY¥3d TISVH VYVLNIWIS HININ3d ¥vidva

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




ejobbuy ‘¢
ejobbuy 'z
........................ emey ‘|
uebBue) epue| eweN
VYVNS NVLNONNNId VILINYd
e ebbue) Sdd ousld yedes wejep ueyyesiq
vi0L
sl
vl
£l
z
Ll
[
]
8
fi
9
g
¥
3
)
L
d+1 d 1 d+l d 1 d+1 d 1 d+1 d 1
uebuessjey Yljjwad ejeq uexjeqiod jesedg |ynusway epiL yiliwad nieg yjjjwed AMN-L'Y Ylliwed Sdl JOWON | ‘ON
........................ : NVHYYNI3N/VS3a NYYVANYONYd: N3Lvdnavy
........................ : NV.LVAVOIN 1vave VMV ISNIAOYd
Sdd H310
0Z0Z NNHVL

NVYVANVONVd ILvdNg TNVM NVa [LVdNE NVHITINId
NVHYENT3IN/VSIA NVYIVENId TISVH VEVLNINIS HITIWId ¥V14va ISYINLIdYI3Y

AMN-LTY

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




.................... rees Eog:( .m
........................ EOUOE .v
........................ Egu—h( .M
gobbuy 'z
eney ‘L
ueBue] epue]| eweN
NVLYWYIIN NYHITINId VILINVA
........ |eBBue ydd ousid jedes wejep ueyesiq
Iv.iOlL
Sy
[
£l
zL
Lb
oL
8
[)
L
9
[
[)
£
F3
!
d+1 d 1 d+1 d 1 d+1 d d+1 d 1 Sdl
ueBueisjey Ylliwagd ejeq ueyjeqlad jeseAg |ynuaway ¥epLL Yljjwad nieg yjjjwad AMM-L'V Ylliwed yejwnp | ueyeinjs)j/essqeweN | ‘ON
........................................... NYLYWYO3N
NVHVYONVONYd - N3LvdNav
1VHvE YMVT - ISNIAO¥d
Add H310
020Z NNHVL

AMN-ZZ'Y u

NVEVANVONVd ILVdNE TIMVYM NVA ILVdNE NYHITIN3d

NVLVAVIIN NVIVENId TISYH VEV.ININIS HITINId ¥V.L4Va ISYINLIdYMIY

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




(1o-d Lyl wexey yepns :y) juosuag seyyigesiq ‘v

(1edng) wexay yepng: g [ejusy seyjigesiqg € umey : s
enjed wexay wnjeg : g [enpiajeju| seyjiqesiq ‘g umey wnjeg : g9
NYHVANYONYd NILYNEYY Nd)l (EL) 18-d1X AIsi4 seyjiqesig 1 '(£) veumesiied
............. Pt b e BRG] et 0 ugydejeNg ueweyalad snels uebueiaey :(z1) seyqesip uebueso)ay snjejg uebuesejey|
(174
6l
8l
Ll
9l
Sl
14
€l
4
11
ol
6
8
L
9
S
4
€
4
l
Pl £l ZL L oL 6 2 7l 9 [ ' £ Z
b L B ] ymjng/uejer dn d/s/g
(., ueBuesajayy hﬂm_w._v“ d “Mw__.n ujwee)y] |ueuimersad |Jaye jebbuel | Jiyejedwaj eweN MIN MM ON ON
ﬁ_ snis ﬁ Jewepy sjuap snejs
Sdl
NVHVINTI3N/VS3a NVHVANVONYd : N3LVdNawi
NVLVAVIIX 1vdva VMV : ISNIAO¥d
apoaleg 0Z0Z NNHVL
NVAVANVONVd ILVdNE TIXVM NVA ILVdNE NVHITINId
dV131 HIMIW3d ¥Y.L14vad

_ AMNY-£'V 19PON _

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




........................ Qwommc< ‘.
........................ W«Ogc< .
ejobbuy -
ejobbuy

eney

............

— N ™ W

................... NVHVYANYONYd NILVdNEYM Ndd
........ leBBue) NIL1VdNEVM NdX oueld jedes wejep ueyyesiq

Iv.iOL

w
-

<+
P

©
pite

o~
b

-
-

o
b

=

= [N < D J© | o

d+1 d 1 |9y/esaq
uebuesajoy yijjwad yejwunp |Sdl yejwne | yejwnp uejeweody| ewenN

[}
2

NVYVANVONVd : NaLlvdnawvi
lwvive VMV : ISNIAOYd

N3LVdNavX NdX H310
0202 NNHV1
NVEVAONVONVd 1LVdNg TIMVM Nvd ILVdNE NVHITIN3d
NILVdNEVA dV.13L HITINSd ¥V.14va ISVINLIdVAIY

WMN-L'E'Y _

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




=) enjey]

eieng uejnbunwad epuey

........................ Gesennnnins faaersonnenes ._%N._‘.

................... _ﬂ :gsgo

(19-d1X) wesay yepns : )
(1Ins) wexay yepns : g
weyay wnjeg : g

AeL) 1e-diy

uewe)yalad snjejs uebuelajay

juosues seyliqesiq ‘p
[ejuspy selligesiq €
[enpiajely] sellqesiq

Nisi4 seylgesiq ;i

(1) seyqesip uebueisjey

uImey yeuwsed : d
umey: s
umeywnijeg: g
(2) ueumessad
snjejs uebuelelay

0c

6l

8l

Ll

9l

S

143

€l

cl

L

o
-

N} O} ] O} ©Of ] O] O

PL

£l

ZL LL | oL

R

uebueiajay

as/a
18-d1IM
ueweyaiad snjejg

my | Iy
sejqesiq

ymyng/uerer

dn
ujweley

jewely

sjuep

d/s/a
ueumeNIag
smejg

aiye (eBBuey

nye jedwa )

MIN

M) ON

ON

MU'V I9POIN

Sdl
NVHVNT3N/VS3a
NVLVAVIIN

NVHVGANId HITIW3d ¥v14va

020Z NNHVL
NVYVANVONVd ILVdNE TIMVM NVQ ILVdNE NYHITIN3d

NVYVANVONYd :
1vdvea VMV -

VLION/N3Lvdnav)
ISNIAO¥d

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




| Model A.5-KWK |

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga
Nomor Induk Kependudukan @ ...
Nama Lengkap <R LY.~ SL N
Alamat Lengkap

...........................................

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS R R R R TR 4. Kabupaten T GReessseRaseaseas e eeeaaeaa e
2. Desa/Kelurahan S eeceessicscsscsccisssiieancsain 5. Provinsi T ———————
3. Kecamatan et S e Yot

Alasan pindah memilih:

Menjalankan tugas Tugas belajar/ menempuh pendidikan
Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi Pindah domisili
Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi Tertimpa bencana alam

Menjalani rehabilitasi narkoba

LI |1

Menjadi tahanan di rutan atau lapas

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

) I 10 ) -
2. Desa/Kelurahan @
3. Kecamatan
4. Kabupaten .
5. Provinsi

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU Kabupaten

Panitia Pemungutan Suara *)

eterangan
Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap
*)  Coret satu kolom yang tidak perlu
*%)  Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPS Tujuan
**%) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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ALUR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2020
KPU RI KPU Prov. Jawa KPU Kab. PPK PPS PPDP
Barat Pangandaran
231112020~ 21/3/2020- 15/6/2020- 15/6/2020- Penyampaian Hasil Penerimaan dan
22/372020 > 23/3/2020 IR 14712020 13t 14/7/2020 —4.[ PenyusunanDP ke |y  Menindaklanjuti Hasil
Penerimaan dan Penerimaan dan Penyusunan Daftar Penyampaian Hasil PPDP Penyusunan DP
Sinkronisasi DP4 Penyampaian Pemilih Hasit Penyusunan DP ke
Hasil Analisis DP4 Sinkronisasi KPU PPS 718/2020-29/8/2020 l
Penyusunan DP
S ‘.-
Model A-KWK Hasil Pemutakhiran 15/7/2020-13/8/2020
T Pencocokan dan
Penyampaian ke PPK Model A B-KWK Penelitian

Model A.A-KWK

Model A.A.1-KWK
Model A.A.2-KWK
Model A.A.3-KWK

\/

Hasil Pemutakhiran
dan Penetapan DPS & Model A.B.1-KWK
tk Kab. Bhopeen
Pangandaran \/T
Model A B.2-KWK
Model A 1.1-KWK dolasmen kpd
Model A 1-KWK —— 3 || sotahoitors Pomiwan
B e {(PPK dan KPU Kab.
\/r_ ok bt Pangandaran)
: stakeholders Pemilihan
Penyampaian salin
dokumen kpd
stakeholders Pemifihan 7
9/9/2020-28/9/2020
14/9/2020- 14/9/2020- 'PPK, Pengumuman I
18/9/2020 > 18/9/2020 —t  DPS, dan Tanggapan |
Penyampaian DPS Penyampaian DPS Masyarakat
ke PPK ke PPS
dengan dibantu dieh PPKX | 29/9/2020-3/10/2020
090 P05 meris Moot Perbaikan DPS oleh PPS
pihak yang -
berkepentingan untuk =
mendapatian masukan Model A.1.A-KWK
‘dan tanggapan
4/10/2020-6/10/72020
Rekapitulasi dan
penyampaian DPS
Hasil Perbaikan tk.
KelDesa kpd PPK
Model A 2-KWK
Model A.2.1-KWK
\__/_-_‘

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




KPURI KPU Prov. Jawa KPU Kab. PPK PPS PPDP
Barat
[
dokumen kpd
9/10/2020-16/10/2020
Rekapitulasi DPS Hasil
Perbaikan tk. Kab.
1 Penetapan DPT
Modei A.3-KWK
Model A.3.1-KWK
y
Penyampaian salinan
dokumen kpd
stakeholders Pemilihan
| || trozez02en0z0z0 || | 702020 26102020 02020 2611012020-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
B, TEN PANGANPARAN

Plh,Kekalg Sub Bagj

Hukum,

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

MUHTADIN

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




